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ABSTRAK

Penelitian hukum ini memiliki judul Peninjauan Kembali Pada Putusa: Nomor‘ 325%
PK/Pid.Sus/2019 Perkara Penggelapan Dengan Novum Berupa Keteru:‘.gap §ak51
Semula Penjara Menjadi Bebas Dari Segala Dakwaan. Penulisan skripsi ini dilatar
belakangi oleh Mustakim mengajukan ide untuk membeli tanah untuk hari tua para
direksi dan karyawan sectelah pembelian tanah tersebut ia dilaporkan kepolisi dan
dihukum dengan kurangan 2 tahun penjara, lalu diajukannya banding tetapi lewat masa
waktu yang diberikan dan diajukan peninjauan kembali dikaranakan terdapat novum
dan hasil peninjauan kembali mustakim dibebaskan dari segala dakwaan yang ia
terima. Maka dari itu rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana
pembuktian novum pada upaya hukum peninjauan kembali dan apa pertimbangan
hukum hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali. Metode penelitian yang
dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif. Hasil penclitian yang didapat dengan
adanya novum sebagai syarat penting dalam pengajuan peninjauan kembali dapat
merubah suatu putusan yang pada awalnya pidana penjara menjadi bebas dari segala
dakwaan yang diterima, dan novum juga dapat membuat suatu putusan menjadi lebih
berat. Proses persidangan dalam kasus tindak pidana penggelapan ini Terdakwa yang
pada awalnya divonis penjara sclama 2 Tahun dan setelah diajukannya novum pada
tingkat Peninjauan Kembali hasil putusan Hakim berupa putusan bebas dari segala
dakwaan kepada Terdakwa. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini
didasarkan pada novum yang diajukan. Saran yang dibcrikan dalam penelitian ini
semoga hakim lebih memperhatikan kembali kepada seluruh bukti-bukti yang berada

dipersidangan dikarcnakan hal tersebut dapat membuat orang yang pada awalnya tidak
bersalah menjadi bersalah.

Kata Kunci : Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Novam

Pembimbing Utama,
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Penggelapan ialah suatu tindak pidana yang berhubungan
langsung dengan moral, mental dan kejujuran seseorang. Oleh sebab itu
tindak pidana ini bermula ketika adanya suatu kepercayaan suatu pihak yang
dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana
Penggelapan ialah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan yang
dimiliki manusia yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Pidana

(KUHP).1

Tindak pidana penggelapan diatur didalam didalam buku kedua tentang
kejahatan yang diatur lebih lanjut didalam Pasal 372 — Pasal 377 KUHP.
Perumusan Tindak Pidana Penggelapan yang dijelaskan didalam buku 11
Pasal 372KUHP vyaitu dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum
suatu barang yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang
ada di bawah kekuasaanya secara lain daripada dengan melakukan suatu
kejahatan. Dan barang tersebut harus sudah berada ditangan pelaku dengan

cara lain dengan melakukan suatu kejahatan.

Menurut S.T. Kansil, pengertian penggelapan dijelaskan didalam Pasal

! Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht], diterjemahkan
olehMoeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 374.



372 KUHP vyaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang
keseluruhanya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya
bukan karena kejahatania pun telah bersalah melakukan tindak pidana.?
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan adalah sebagai suatu
proses, cara dan perbuatan menggelapkan atau penyelewengan yang

menggunakan barang secara tidak sah.®

Jenis-jenis penggelapan dijelaskan di dalam Pasal 372 sampai Pasal 377

KUHP.Penggelapan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu

1) penggelapan dalam bentuk pokok,

2) penggelapan ringan,

3) penggelapan dengan pemberatan,

4) penggelapansebagai delik aduan, dan

5) penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya.

Penggelapan dalam bentuk pokok hampir sama dengan tindak pidana
penucian. Namun yang membedakan antara penggelapan dengan pencurian
yaitu, tindak pidana pencurian barang yang ingin dicuri belum ada di tangan

si pencuri oleh sebab itu harus di ambil terlebih dahulu, sedangkan tindak

2 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, (Jakarta: Pusat Sinar
Harapan, 2000), him. 252

% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.4, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, ,2012),him. 1125



pidana penggelapan barang yang di inginkan sudah berada di tangan tetapi

tidak dengan kejahatan.

Putusan hakim merupakan aspek penting dan sangat diperlukan bagi
para pencari keadilan dalam penyelesaian suatu perkara pidana, karena di
salah satu pihak berguna untuk mengetahui terdakwa memperoleh kepastian
hukum tentang tindak pidana yang ia lakukan dan kepastian hukum tentang
statusnya. Kepastian hukum sendiri merupakan dambaan bagi setiap orang,
bagaimana seharusnya hukum berlaku dan diterapkan dalam peristiwa
konkrit. Kepastian hukum sendiri berarti setiap orang dapat menunut supaya
hukum dapat dilaksanakan dan tuntutanyang diberikan kepada terdakwa
dipenuhi dengan pasti, dan keyakinan bahwa setiap pelanggaran hukum
akan di tindak dan dikenakan sanksi sesuai dengan tindak pidana apa yang

dilakukan oleh terdakwa.*

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana.’ Menjelaskan upaya hukum adalah hak terdakwa atau hak dari
penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa
perlawnan, banding, kasasi dan hak terpidana atau hak penuntut umum
untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta yang dijelaskan dan

diatur didalam Undang-Undang.

4 Frans Magnis Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), him. 79
® Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76
Tahun 1981, TLN No 3209, PS 1 angka 12.



Menurut Sukdino Mertokusumo, Upaya Hukum adalah upaya atau suatu
alat untuk mencegah, memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan dalam
persidangan.Upaya hukum sendiri adalah suatu upaya yang diberikan oleh
Undang-Undang bagiseseorang maupun suatu badan hukum dalam hal
tertentu unutk bisa melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para
pihak yang masih tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak
memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, hal ini dikarenakan
hakim pun masih seorang manusia yang masih dapat melakukan suatu
kesalahan dalam mengambil suatu putusan yang dapat menimbulkan salah
dalam pengambilan keputusan atau memihak kepada salah satupihak yang

berperkara.®

Upaya hukum mempunyai 2 macam upaya hukum yaitu upaya hukum

biasa dan upaya hukum luar biasa.’

1. Upaya hukum biasa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum
banding dan upaya hukum kasasi. Menurut Andi Hamzah, upaya
hukum banding ialah hak terdakwa atau penuntut umum untuk
menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta
pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta menguji

ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat

® Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, PeninjauN
kembali dan Derden Verzet”, Jurnal Hikmah Vol. 15 (Januari — Juni 2018), him. 63.

" Rendi Renaldi Mumbunan, “Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim
Dalam Perkara Pidana,” Lex Crime Vol. VII (Desember 2018), him. 40.



pertama,® upaya hukum banding diatur didalam Pasal 67 KUHAP.
Sedangkan upaya hukum kasasi ialah upaya hukum yang dapat diajukanoleh
salah satu pihak atau kedua belah pihak yang tidak puas terhadap putusan
pengadilan tinggi, atau para pihak menganggap mengandung sebuah
kesalahan didalam penerapan hukum yang berlaku. Upaya hukum kasasi
sendiri diatur didalam Pasal 244 KUHAP.

2. Upaya hukum luar biasa dibagi menjadi 2 (dua) yakni upaya hukum
kasasi demi kepentingan hukum dan upaya hukum peninjauan
kembali. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum ialah upaya
hukum yang diberikan kepada jaksa untuk meluruskan putusan
pengadilan pada tingkatpertama maupun tingkat banding yang telah
inkracht yang mengandung kesalahan penerapan hukum karena
memiliki fungsi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum tanpa
merugikan pihak yang berkepentingan, upaya hukum kasasi demi
kepentingan hukum diatur didalam Pasal 243 KUHAP. Upaya
hukum peninjauan kembali ialah upaya hukum terhadap putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik putusan
pengadilan pada tingkat pertama, tingkat banding, dan putusan pada
tingkat kasasi dari Mahkamah Agung, peninjauan kembali
dijelaskandidalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP.

Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah

8 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007),
him 248



memiliki hukum tetap pada dasarnya secara limitatif disebut dengan
herziening yangdiatur didalam Bab XVIII bagian kedua Pasal 263

sampai dengan Pasal 269 KUHAP.®
Peninjauan kembali ialah upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap, baik putusan pengadilan pada tingkat pertama,
tingkat banding, dan putusan pada tingkat kasasi dari Mahkamah Agung. Menurut
Adami Chazawi mengatakan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa
untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh

terpidana atau ahli warisnya.©

Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dalam pengajuan
peninjauan kembali atas putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

dapat dilakukan apabila atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat, bahwa
jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding masih berlangsung,
hasilnya berupa putusan bebas atau berupa putusan lepas dari segala
tuuntutan hukum yang diderita oleh terpidana penuntut umum tidak dapat
diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih

ringan.

% Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76
Tahun 1981, TLN No 3209, PS 263.

10 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam
Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat (Jakarta: Sinar Grafika,2010), him 1



2. Apabila dalam keputusan pengadilan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusanyang

dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain.

3. Apabila didalam putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan

hakim atau sesuatu kekeliuran yang nyata dilakukan hakim.

Salah satu syarat terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali apabila
terdapat sebuah keadaan baru yang dapat menimbulkan sebuah dugaan kuat, apabila
keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung maka hasilnya
akan berupa putusan bebas atau putusan tidak dapat diterima dana tau terhadap perkara
yang sedang berlangsung itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dari pada
sebelum adanya keadaan baru tersebut.* Keadaan baru atau novum ialah suatu hal baru
yang timbul sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi bahan yang di persoalkan atau
menjadi bahan pembuktian didalam pemeriksaan pengadilan pada semua tingkat

pengadilan.

Pengajuan peninjauan kembali dalam beberapa kasus yang ada di Indonesia
dilakukan apabila terdapat novum dan kekhilafan hakim yang menjadi syarat
pengajuan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Apabila tidak

terdapat novum atau kekhilafan hakim dan tidak terpenuhinya maka tidak dapat

1 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76
Tahun 1981, TLN No 3209, PS 263 ayat 2.



dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Keadaan baru atau dikenal dengan istilah novum ialah suatu hal baru yang timbul
sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
yang sebelumnya tidak pernah terjadi menjadi pembicaraan atau tidak dipersoalkan
atau menjadi pembuktian didalam pemeriksaan pada semua tingkat pengadilan.
Menurut hadari djenawi tahir novum ialah suatu hal yang baru yang timbul sesudah
adanya putusan pengadilan yang memilki kekuatan hukum tetap yang sebelumnya
tidak dipersoalkan didalam pemeriksaan pengadilan. Novum pertama kali diatur
didalam Pasal 15 UU No 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman yang menyinggung mengenai novum.!? Tetapi penegasan
mengenai peninjauan kembali dimuat juga didalam Pasal 67 Undang-Undang No 14

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Syarat untuk mengajukan peninjauan kembali dengan menggunakan novum atau
bukti baru sebagai alasan dalam pengajuan peninjauan kembali dijelaskan didalam
Pasal 263 ayat (2) KUHAP, dan bukti baru yang dapat digunakan sebagai alasan dalam

pengajuan novum dijelaskan didalam Pasal 184 KUHAP yaitu:*3

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

12 Yoefanca Halim, “Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkracht Sebagai Novum
Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali,” Adil Jurnal Hukum Vol.10 No.2 (Desember 2019), him. 120.

13 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76
Tahun 1981, TLN No 3209, PS 184.



c. Surat;
d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Nomor 328
PK/Pid.Sus/2019 perihal tindak pidana penggelapan. BermulaMustakim alias
Kim Mun Tae berumur 64 tahun, selaku Direktur Eksekutif Divisi Umum
Korindo Group yaitu perkumpulan bukan badan hukum sekitar 50 (lima puluh)
perusahaan korea yang berada di Indonesia, Mustakim mengusulkan proposal
kepada pengurus perkumpulan untuk melakukan investasi berupa pembelian
tanah dengan luas100 Ha (seratus hektar), tanah yang ingin diinvestasikan
berada di Desa Bakau PantaiTrikora Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten
Bintan, investasi ini memiliki tujuan untuk bagi jaminan hari tua para direksi
atau pemimpin dan karyawan yang tergabungdidalam perkumpulan Korindo

yang berasal dari Korea.

Terdakwa menggunakan uang untuk investasi tanah dengan luas 108 Ha
(seratus hektar) yang pada awalnya direncanakan hanya 100 Ha (seratus hektar),
hargaawal yang direncakan para direksi yang berjumlah Rp.29.000.000.000,00
(dua puluh Sembilan miliar rupiah) berubah menjadi Rp.29.190.637.695,00
(dua puluh Sembilanmiliar seratus Sembilan puluh juta enam ratus tiga ribu enam
ratus Sembilan puluh limarupiah). Dalam melakukan aksi nya terdakwa berkerja
sama dengan saksi dokter Limaran Dwi Hartadi, dokter yang bekerja pada PT

Korindo Group, terdakwa bekerjasama dengan dokter limaran dalam melakukan
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survey dan mencari lahan yang paling cocok untuk digunakan sebagai investasi
dan mereka memperoleh lahan yang berada di Desa Bakau Pantai Trikora
Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dengan luas 108 Ha (seratus
delapan hektar), tanah yang berjumlah 108 Ha tersebut dimiliki oleh beberapa
pemilik dan mereka menawarkan keseluruhan tanah dengan jumlah
Rp.29.190.637.695,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta

enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pada awalnya terdakwa mendapatkan pinjaman pribadi yang telah
disetujui oleh para direksi menjadi pinjaman dinas perusahaan yang berjumlah
Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar) dari PT Aspex Kumbong, lalu
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang berasal dari PT Tunas Sawa
Erma dan terakhir mendapat pinjaman berupa Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dari PT Bade Makmur Orissa. Ketiga perusahan tersebut melakukan
transfer beberapa kali ke rekening Bank BCA atas nama dokter Limaran. Tanah
yang awalnya bertujuan untuk hari tua para pemimpin direksi dan para
karyawan serta dokumen atas kepemilikan tanah tanah telah di serahkan
Terdakwa dan Dokter Limaran kepada PT Korindo Abadidan dipasang plang

dengan bertulisakan “Dikuasasi oleh PT Korindo Abadi”.

Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, mengakibatkan
terdakwa diadili ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan No
955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL di dakwa dengan tuduhan Primer, Perbuatan

terpidana Sebagaimana Diatur dan Diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPjo
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Pasal 65 KUHP, dengan tuduhan subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 KUHP, dan selanjutnya
perbuatan terpidana diancam dengan dakwaan kedua yaitu Perbuatan Terpidana
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Putusan hakim menyatakan terdakwa diputus dengan delik penggelapan

dan tindak pidana pencucian uang.

Sebelum terdakwa melakukan peninjauan kembali, terdakwa tercatat di
Pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan no register Perkara
955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL terdakwa dinyatakan bersalah dan telah terbukti
secar sah dan meyankinkan bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa kali
melakukan penggelapan dalamjabatan dan tindak pidana pencucian uang
sebagaimana dakwaan kesatu Primari Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan
dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan
ancaman kurungan selama 2 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah).

Kemudian terdakwa melakukan banding di Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta dengan nomor regis Perkara 52/PID/2019/PT.DKI tanggal 11 maret 2019
dengan amarlengkapnya diantaranya menyatakan permintaan banding yang
telah diajukan oleh terdakwa telah melampaui tengang waktu yang diberikan.

Selanjtunya Terdakwa mengajukan peninjauan kembali dengan Nomor
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05/Akta.Pid/PK/2019/PN.Jkt.Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 52/PID/ 2019/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL yang telah dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwapada tanggal 5
April 2019, penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan

kembali terhadap hasil putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan.

Salah satu alasan yang membuat Terdakwa mengajukan Peninjauan
Kembali karena terdapat didalam putusan Pengadilan dengan jelas adanya suatu
kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan dalam memutuskan perkara tersebut.
Pada putusan Hakim fakta atau Judex Facti yang menyatakan Pemohon
Peninjauan Kembali atau Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah telah melakukan tindakpidana “Beberapa kali melakukan penggelapan
dalam jabatan dan tindak pidanapencucian uang" dan hakim menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda
sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan penambahan kurungan
selama 3 (tiga) bulan, dalam putusan tersebut jelas adanya kekhilafan Hakim
atau keliruan yang nyata dalam memutuskan perkara a quo, karena dalam
putusan a quo ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan peritmbangan hukum
yang salah, pertimbangan tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan
secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum

yang relevan yang terungkap didalam persidangan tersebut.
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Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis
tertarik untuk membahas secara mendalam perihal novum dalam peninjauan kembali
dengan judul : “PEMBUKTIAN NOVUM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN YANG BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS (Studi
Putusan No. 328 PK/Pid.Sus/2019) “

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Pembuktian Novum Pada Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Di Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada Perkara Tindak Pidana
Penggelapan?

2. Apa Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Peninjauan
Kembali Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada Perkara Tindak Pidana
Penggelapan Yang Mengakibatkan Putusan Bebas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian dalam penulisanini

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan  menganalisis pembuktian novum ditahap
Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada Perkara
Tindak Pidana Penggelapan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam
Memutus perkara Peninjauan Kembali Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada

Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Mengakibatkan Putusan Bebas.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Secara Teoritis
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan sebagai bahan
kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah dan sumbanga pemikiran
terhadap perkembangan ilmu hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian dalam bentuk tuilisan skripsi ini diharapkan dapat
menjadi bahan acuan bagi mahasiswa hukum untuk meneliti lebih lanjut
mengenai pembuktian novum dalam upaya hukum peninjauan kembali dan
menjadi masukan terhadap aparat penegak hukum khususnya kepada Hakim.
E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini hanya eksistensi pembuktian novum dan
penafsiran hukum Hakim dalam perkara penggelapan dalam tahap peninjauan
kembali dengan No Regis 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada Perkara Penggelapan.
F. Kerangka Teori
Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni teori pertimbangan
hukum hakim dan teori pembuktian.

1. Teori Pembuktian

Pengertian dari pembuktian memiliki beragam pengertian, setiap ahli
hukum memiliki definisi masing-masing terkait dengan pengertian

pembuktian, banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini
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menggunakan kata membuktikan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam arti
yuridis membuktikan ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim
yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastiantentang
kebenaran peristiwa yang diajukan.* Menurut Subekti pembuktian ialah
menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakandalam
suatu persengketaan.® Berdasarkan definisi dari para ahli hukum,
pembuktian atau membuktikan dapat diartikan sebagai suatu proses
menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan
pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim
dapat mengambil sebuah kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah
dalam perkara tersebut.

Suatu proses pembuktian megandung sebuah maksud dan usaha untuk
menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa tersebut, sehingga dapat diterima
akal terhadap kebenaran tentang peristiwa tersebut. Pembuktian adalah
ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentangcara-cara
yang dibenarkan didalam undang-undang dalam membuiktikan kesalahan
yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengatur alat-alat bukti
yang dibenarkan dalam undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam
membuktian kesalahan yang didakwakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikanpenjelasan

35

14 Sudikno Mertokusumok, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), him.

15 Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradanya Paramitha, 2001), him. 1
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mengenai pengertian pembuktian, didalam Kitab Undang- Undang Hukum

Acara Pidana hanya memuat peran pembuktian yangdijelaskan didalam Pasal

183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

apabila kecuali dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah telah melakukannya. Jenis-jenis

alat bukti yang sah yang dijelaskan didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1.

2.

3.

4.

5.

Keterangan Saksi
Keterangan Ahli
Surat

Petunjuk

Keterangan Terdakwa.

Dan jenis-jenis pembuktian yang dijelaskan didalam KUHP antara lain:

a.

Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim semata

Sistem ini menganut sebuah ajaran bahwa bersalah atau tidak
bersalahnya terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa,
sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata- mata.
Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alatbukti
yang ada. Sekalipun alat bukti tersebut sudah cukup kalau hakim tidak
yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana,sebaliknya meskipun alat

bukti tidak ada tapi hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat
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dinyatakan bersalah atas dasar tersebut. Akibatnya hakim dalam
memutuskan perkara hakim diharuskan subyektif sekali dalam
mengambil keputusan. Dan kelemahan padasistem ini terletak pada
terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim dan seperti
yang terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan
berdasarkan metode ini dan banyak menimbulkan putusan bebas yang
aneh.
. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis
Pada teori pembuktian ini masih juga mengutamakan penelaian dan
keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum
terdakwa, tetapi keyakinan hakim disini harus disertai dengan
pertimbangan hakim yang nyata dan logis. Yang dapat diterima oleh
akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat
bukti yang sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat
bukti telah ditetapkan oleh undang- undang tetapi hakim bisa
menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan yang dijelaskan didalam
undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan lebih mengenai teori
ini bahwa keyakinan hakim tersebut haruslah dapat dijelaskan dengan
alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam teori ini harus dilandasi oleh
“reasoning” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus
“reasonable” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima
oleh akal dan nalah, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang

tanpa batas. Teori sistem pembuktian ini sering juga disebut dengan
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sistem pembuktian bebas.®
c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif

Sistem ini ditempatkan berhadapan dengan sistem teori pembuktian
berdasarkan keyakinan hakim semata, karena pada sistem ini menganut
ajaran bahwa tidak bersalahnya terdakwa didasarkan kepada ada
tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai
dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan
dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi
sekalipun hakim yakin terhadap kesalahan yang dilakukan terdakwa,
akan tetapi dalam proses pemeriksaan dipersidangan pengadilan
perbuatan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut
undang-undang yang berlaku maka terdakwa harus dibebaskan. Pada
umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian
dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut
dapat dinyatakan bersalah dan haruslah dipidana untuk menebus
kesalahannya. Sisi positif dari teori ini adalah hakim akan berusaha
membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya
sehingga benar-benar obyektif karena cara-cara dan alat bukti yang
ditentukan oleh undang-undang kelemahan pada sistem ini tidak

memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan

16 Munir Fuady, Teori Pembuktian Hukum: Pidana dan Perdata, (Bandung: Citra Aditya, 2006),
him. 56
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hakim yang bertentangan dengan prinsipn hukumacara pidana.
d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif
Menurut teori Hakim ini hanya boleh menjatuhkan pidana apabila
sedikit-sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan olehundang-
undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari
adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah lamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.

Atas dasar ketentuan yang dijelaskan didalam Pasal 183 KUHAP
maka dapat disimpulkan memakai sistem pembuktian harus dilakukan
dengan penelitian apakah terdakwa memiliki cukup alasan yang
didukung oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang- undang
(minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup maka baru dipersoalkan
tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalaha yang
dilakukan oleh terdakwa.

2. Teori Ratio Decidendi
Ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim ialah argument atau
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai sebuah pertimbangan hukum yang
menjadi sebuah dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan sorang hakim

berisi mengenai alasan atau agrumentasi yang dijadikan pertimbangan dalam
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suatu putusan yang akan dijatuhkan. Menurut Rusli Muhammad dalam
melakukan pertimbang hakim ada dua macam pertimbangan secara yuridis
dan pertimbangan sosiologis.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yaitu
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
disengketakan, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan pokok perkara yang sedang berlangsung sebagai dasar hukum dalam
penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim haruslah didasarkan pada
motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi

para pihak yang sedang berperkara.!’

Kebebasan seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara
merupakan sebuah mahkota bagi seorang hakim dan harus tetap dikawal dan
dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada pihak yang
dapat mengintervensi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim
dalam menjatuhkan putusan harus selalu mempertimbangkan banyak hal,
baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang di periksa, tingkat perbuatan
yang dilakukan terdakwa dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa,
kepentingan pihak korban dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skirpsi ini antara lain sebagai

17 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta:
Sinar Grafika,2010). him. 103
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berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan dan penyusunan
skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif,'® yaitu penelitian ini
memfokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atu norma-norma
dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.'® Dalam penelitian normatif
menggunakan prosedur prosedur penelitian ilmiah berdasarkan logika
keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan merupakan sebuahpokok
pikiran yang di perkenalkan oleh Jonny Ibrahim yang dalam teori logika
pemikirannya dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu

hukum dari normatif sendiri berdasarkan ilmu hukum.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian adalah suatu cara berpikir serta cara memahami
yang menggunakan atau mengadopsi bagaimana bentuk penelitian yang
dibuat dan bagaimana penelitian tersebut di lakukan nantinya. Peranan dari
bentuk pendekatan penelitian begitu penting karena mempermudah bagi
peneliti guna menanggapi rumusan masalah dalam penelitian. Pendekatan
penelitian haruslah sesuai dengan kebutuhan untuk pendekatan yang penulis

gunakan yakni Pendekatan Perundang-Undangandan Pendekatan Kasus.

18 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia,
2008), him. 295
19 peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum,(Jakarta: Kencana Persada Group, 2010), him. 32
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a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan
regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.?
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan, menyatakan peraturanperundang-
undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari
penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan
statue berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan
perundang-undangan adalah pendeaktan yangmenggunakan legislasi

dan regulasi.

. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan memahami
terhadap kasus atau peraturan yang berkaitan dengan masalah yang
sedang diteliti,?* yang mana kasus atau perkara yang diteliti telah di
putus oleh hakim dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap,
dan pada penelitian kali ini menggunakan Putusan Nomor 328

PK/Pid.Sus/2019.

20 peter Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021),

him. 133.

21 peter Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021),

him. 134.
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3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

terdiri atas bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat

mengikut dan mempunyai karakter otoriter, Bahan hukum

primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan berdasarkan

hierarki.??> Bahan hukum primer yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

2.

UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara No 76, Tambahan Lembaran Negara

No 3209)

UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara No 157, Tambahan Lembaran Negara
No 5076)

Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 328

PK/Pid.Sus/2019.

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia

Group, 2021). him. 141.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri
dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang
berpengaruh, jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana,
kasus- kasus hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan
dengan penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder®® berupa kamus umum, kamus
Bahasa, surat kabar,artiker dan internet.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan
bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi Peraturan
Perundang-Undangan,buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah hukum lainnya
dan sabagainya yang berkaitan dengan pokokPermasalahan dalam skripsi ini.
Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan,

menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara

23 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

him. 96
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sistematis peraturan-peraturan yang berkaita dengan upaya hukum,peninjauan
kembali dan novum secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta
hukum yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 328
PK/Pid.Sus/2019.
. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dengan menggunakan
metode deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan
hukum yang bersifat umum ke bahan-bahan hukum yang bersifat khusus.
Didapat dari data-data yang diperoleh dan dianalisis, kemudian memberikan
perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dan ditarik
kesimpulan.

Merujuk pada Langkah-langkah yang diberikan oleh Peter Mahmud
Marzuki, Tahapan yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri

Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 kemudian menetapkan isu hukumnya.

2. Pengumpulan bahan bahan hukum primer maupun sekunder yang
relevan dengan isu hukum vyang dihadapi dengan tujuan
mempermudah penulis mendapatkan pedoman serta Wawasan
dalam proses memecahkan masalah.

3. Mengkaji isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan cara
analisis kesesuaiannya dengan dakwaan, fakta-fakta, isi putusan

serta pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan.
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4. Menarik kesimpulan untuk menjawab sanksi hukum. Penulis
menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang
relevan dengan sanksi hukum yang ada, maka penulis dapat menarik
sebuah kesimpulan untuk bertujuan menjawab sanksi hukum yang

ditetapkan.
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